
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka 

penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut : 

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3087 

K/PDT/2001 dinilai dari aspek hukum perdata sudah sesuai dengan KUH 

Perdata. Putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi dari pihak pertama 

(tergugat) sudah benar melihat judex facti tidak melakukan kesalahan dalam 

penerapan hukumnya. Selain itu, dalih krisis moneter yang digunakan pihak 

pertama (tergugat) juga ternyata dalam hukum perdata Indonesia tidak 

dikategorikan sebagai keadaan memaksa sehingga tidak bisa dijadikan dalih 

dalam eksepsi. Krisis moneter bisa saja menjadi keadaan memaksa atau force 

majeure jika krisis moneter disebutkan dalam klausa perjanjian yang 

disepakati pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Mahkamah Agung pula 

sudah mengeluarkan keputusan yang sesuai dengan kewenangannya yang 

diatur dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3087 K/PDT/2001 dinilai dari unsur 

keadilan, putusan ini telah memenuhi asas keadilan hukum. Putusan 

Mahkamah Agung memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah 

berusaha memberikan hak-hak dari pihak kedua (penggugat) yang mengalami 

kerugian akibat wanprestasi pihak pertama (tergugat), penerapan hukum 

dalam putusan ini juga sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 



 

yang berlaku. Selain keadilan, putusan ini juga sudah berusaha memberikan 

kepastian dan kemanfaatan hukum kepada kedua pihak yang berperkara, yaitu 

dengan memberikan kejelasan objek yang dimenangkan oleh pihak-pihak 

yang berperkara dan diperolehnya oleh pihak yang menang apa yang menjadi 

objek sengketa. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan 

skripsi ini, yaitu : 

1. Diharapkan agar pemerintah dapat membuat aturan atau menyempurnakan 

aturan yang sudah ada secara lebih jelas dan terperinci khususnya dalam 

mengatur Hukum Perjanjian. 

2. Diharapkan agar para penegak hukum dalam mempertimbangkan suatu 

putusan perkara agar lebih cermat sehingga putusan tersebut dapat membawa 

rasa keadilan bagi para pihak dan tidak bertentangan dengan aturan yang 

berlaku. 
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